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Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. 

Laporan Kinerja  Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 

2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi 

dan  penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi 

Pemerintah. Penyusunan LKj Tahun 2025 Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana 

tertuang dalam Renstra Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung Tahun 2025. 

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah untuk memberikan 

gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat 

keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-

indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKj ini dapat menjadi bahan 

evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, 

efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang. 
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Ikhtisar Eksekutif 

 

Capaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Tahun 2025 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

1. Capaian sasaran strategis 1 “Meningkatnya kebijakan daerah dibagian 

Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Hukum” 

- Diukur dengan indikator sebagai berikut : 

a. Persentase Kebijakan Daerah dibagian Pemerintahan, 

Kesejahteraan Rakyat dan Hukum yang ditetapkan,   

b. Formulasi Perhitungan : (Jumlah kebijakan yang ditetapkan 

/Jumlah Kebijakan daerah yang dikeluarkan)x100 % 

c. Tercapai 97,00%  Formulasi Perhitungan : (95,00/97,08)x100% 

- Capaian indikator (a.) Persentase kebijakan daerah dibagian 

Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Hukum yang ditetapkan 

sebanyak 3 (Tiga) Program, yakni Program Pemerintahan Otonomi 

Daerah, Program fasilitasi dan koordinasi hukum, Program 

Kesejahteraan Rakyat 

2. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya Kebijakan Daerah dibagian 

Perekonomian dan Pembangunan serta Pengadaan Barang dan Jasa” 

- Diukur dengan indikator sebagai berikut : 

a. Persentase Kebijakan Daerah dibagian Perekonomian dan 

Pembangunan serta Pengadaan Barang dan Jasa,   

b. Formulasi Perhitungan : (Jumlah kebijakan yang ditetapkan 
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/Jumlah Kebijakan daerah yang dikeluarkan)x100 %. 

c. Tercapai 100%  Formulasi Perhitungan : (95/100)x100% 

- Capaian indikator (a.) Persentase kebijakan daerah dibagian 

Perekonomian dan Pembangunan serta Pengadaan Barang dan Jasa 

yang ditetapkan sebanyak 3 (Tiga) Program, yakni Program 

Pemerintahan Otonomi Daerah, Program fasilitasi dan koordinasi 

hukum, Program Kesejahteraan Rakyat. 

3. Capaian sasaran strategis 3 “ Meningkatnya Kebijakan Daerah dibagian 

Penataan Organisasi dan layanan administrasi Sekretariat Daerah” 

- Diukur dengan indikator sebagai berikut : 

a. Persentase Kebijakan Daerah dibagian Penataan Organisasi yang 

ditetapkan ,   

b. Formulasi Perhitungan : (Jumlah kebijakan yang ditetapkan 

/Jumlah Kebijakan daerah yang dikeluarkan)x100 % 

c. Tercapai 100 %  Formulasi Perhitungan : (95/100)x100% 

- Capaian indikator (a.) Persentase Kebijakan Daerah dibagian Penataan 

Organisasi yang ditetapkan yang ditetapkan sebanyak 1 (Satu) 

Program, yakni Program Penataan Organisasi 

4. Capaian sasaran strategis 4 “Pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi Setda”: 

Meningkatnya Pelayanan Internal PD setda : Indeks Kepuasan pelayanan 

Internal PD Setda. 

- Diukur dengan indikator sebagai berikut : 

a. Indeks Reformasi Birokrasi,  Formulasi Perhitungan : Survey 

Pelayanan Publik 

- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Penunjang 
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urusan Pemerintahan 

- Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 84%; sampai 

dengan akhir Bulan Desember 2025 terealisasi 91,46%. Dengan 

demikian capaian ini tidak sesuai/sesuai *) dengan target. Prosentase 

realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) 

mencapai (81.023.754.535/88.589.093.931)x100%= 91,46 %. 

- Tidak tercapainya target ini dikarenakan adanya kebijakan efisiensi 

dan rasionalisasi anggaran. 

Ada beberapa sasaran yang belum mencapai target: 

- Persentase kebijakan daerah dibagian Pemerintahan, Kesejahteraan 

Rakyat dan Hukum Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 

sebesar 95 % terjadi penurunan sebesar 90,22%. 

- Persentase Kebijakan Daerah dibagian Perekonomian dan 

Pembangunan serta Pengadaan Barang dan Jasa Dibandingkan dengan 

capaian target tahun 2024 sebesar 95% terjadi penurunan sebesar 

70,89 %. 

- Persentase Kebijakan Daerah dibagian Penataan Organisasi dan 

layanan administrasi Sekretariat Daerah Dibandingkan dengan capaian 

target tahun 2024 sebesar 95% terjadi penurunan sebesar 78,85%. 

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat 

beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Sekretariat Daerah 

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  ke depan, sebagai berikut: 

1. Kapasitas Birokrasi yang rendah : kualitas dan kompetensi ASN yang 

belum optimal dapat mempengaruhi hasil kerja dan pengambilan 

keputusan 



 
 

 vi 
 

2. Ketidakjelasan peran : kurangnya kejelasan mengenai peran dan 

tanggungjawab dapat menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaan 

tugas 

3. Birokrasi yang panjang : proses administrasi yang panjang dan kurang 

efisien sering menjadi kendala internal dalam penyelasaian pekerjaan 

dan pelayanan publik 

4. Seringnya kebijakan yang berubah membuat terlambatnya proses 

laporan tepat waktu. 

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja ini penting 

dipergunakan sebagai pijakan bagi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan 

datang. 
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BAB I 

Pendahuluan 
Penyusunan Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah (LKjIP) 

merupakan bentuk pertanggung- 

jawaban setiap instansi 

Pemerintah/Pemerintah Daerah 

yang menyusun Perjanjian Kinerja, 

atas penggunaan anggaran yang 

bersumber dari APBD dan/atau 

APBN. Dasar hukum penyusunan 

meliputi: 

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara 

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

3. Peraturan Gubernur 54 Tahun 2019 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

Provinsi Kepualuan Bangka Belitung. 

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi 

mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; 

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan 

kinerja        instansi. 

 

Bab I berisi : 
1. Pohon Kinerja PD 
2. Cascading Kinerja, Peta 

Proses Bisnis dan   Struktur 
Organisasi 

3. Tugas, Fungsi dan Peta 
Jabatan 

4. Isu-Isu Strategis 
5. Dukungan SDM, Sarana- 

Prasarana dan Anggaran 
6. Tindak Lanjut atas 

Rekomendasi LHE SAKIP 
Tahun 2025 
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1.1 Pohon Kinerja  

Pohon kinerja adalah alat bantu bagi organisasiu ntuk mengawal 

struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan 

organisasi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan.  Menyusun 

pohon kinerja sebenar nya seperti mengurai rute atau jalur kinerja yang 

secara logis dianggap paling terkait dan dibutuhkan dalam pencapaian 

outcome yang diinginkan.  Melalui pohon kinerja, instansi pemerintah 

diharapkan dapat mengenali rute logika yang dapat memandu dalam 

menemukan strategi dan alternatif solusi baru dalam mencapai kinerja.  

Di dalam pohon kinerja kita dapat melihat 

crosscutingkaitan/hubungan dengan Instansi Lain baik itu instansi 

vertikal maupun antar perangkat daerah.  

Secara teoretis, konsep pohon kinerja mengadopsi konsep model 

logis (logic model) yang merupakan salah satu pendekatan perencanaan 

yang sering digunakan untuk menganalisis proses/tahapan logis yang 

diperlukan dalam mencapai outcome/kinerja yang diinginkan.  Pohon 

Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

sebagaimana tersaji dalam gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Pohon Kinerja“ 
 
 
 
 
Ket : pohon kinerja lengkap dapat dilihat melalui link : 
https://drive.google.com/file/d/1KyB5bHrofWrjmsr29rmmKCryHDsr_7VR/v
iew?usp=drive_link 
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1.2 Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi 

Setiap Perangkat Daerah (PD) dibentuk untuk memberikan 

kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan 

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Nomor 

27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung dan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung. Hubungan antara cascading kinerja, peta 

proses bisnis dan desain struktur organisasi Sekretariat Daerah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tersaji dalam gambar berikut: 
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Gambar I.1 Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi 

(halaman ini dapat di buat landscape) 

“CASCADING“ 
 
 
 
 
 
Ket : Cascading lengkap dapat dilihat melalui link : 
https://drive.google.com/file/d/15nt2e20Qpxo5dIhaImtRO8orW76c2UNL/v
iew?usp=sharing 
 

“PETA PROSES BISNIS“ 
 

 
 
Ket : Peta Proses Bisnis lengkap dapat dilihat melalui link :  
 

“STRUKTUR ORGANISASI“ 
 

 
 
Ket : Struktur Organisasi lengkap dapat dilihat melalui link :  
Peta Jabatan  lengkap dapat dilihat melalui link : 
https://drive.google.com/file/d/1klE4-0auNdh4Pln8y-
xoL4t4AGUr56sk/view?usp=drive_link 
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1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan 

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah 

dimandatkan dalam RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 

Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  

memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan 

personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut: 

 

Gambar I.2. 
Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Sekretariat Daerah  

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
 

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas 

membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Provinsi Adapun Sekretariat Daerah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung fungsi  sebagai berikut : 

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah Provinsi 

2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah 

3. Pemantauan Administratif dan Pembinanaan Pegawai  Aparatur 

Sipil Negara pada Perangkat Daerah 

4. Pelaksanaan Fungsi Lain yang di berikan oleh atasan 
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1.4 Isu-Isu Strategis (pedoman penyusunan Pohon Kinerja) 

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi 

tersebut mampu menangkap dan merespon isu strategis dengan 

berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis 

dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. 

Isu-isu strategis yang melingkupi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki 

tujuan “Meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi”, antara lain sebagai 

berikut: 

1. Belum Optimalnya kapasitas dan kulitas pelayana aparatur dalam 

efektivitas tata kelola pemerintahan daerah. 

2. Belum efektifnya penyelenggara tugas pokok dan fungsi 

kelembagaan 

3. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik 

4. Belum optimlanya pengendalian pembangunan  

5. Belum optimlanya penataan ketatalaksanaan 

6. Belum optimalnya pelayanan pelaksanaan pengadaan brang dan jasa 

7. Belum optimalnya penataan produk hukum dan meninngkatnya 

PETA JABATAN 

(pdf Peta Jabatan) 

 
 
 
Ket : Peta Jabatan  lengkap dapat dilihat melalui link : 
https://drive.google.com/file/d/1klE4-0auNdh4Pln8y-
xoL4t4AGUr56sk/view?usp=drive_link 
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budaya taat hukum 

8. Belum  optimalnya penataan permasalahan perekonomian 

9. Belum optimalnya pembinaan terhadap BUMD. 

10. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan kesejahetraan rakyat, 

dan. 

11. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah umum dan 

otonomi daerah. 

 

1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran 

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan 

anggaran pada  tahun 2025 sebagaimana tabel berikut: 
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Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi 

NO JABATAN 

FORMASI/PETA JABATAN PEGAWAI YANG ADA JENIS KELAMIN 

JUMLAH 
KUALIFIKASI 

JUMLAH 
KUALIFIKASI LAKI- 

LAKI 

PEREMP 

UAN S2 S1 D3 SMA/SMP S2 S1 D3 SMA/SMP 

A JABATAN STRUKUTRAL             

1 Eselon 1 1  1     1   1  

2 Esselon 2 14 3 1 0 0 1 0 1 0  14 0 

3 Esselon 3 24 1 2 0 0 3 1 2 0  20 4 

4 Esselon 4 8 1 0 0 0 1 1 0 0  4 4 

B JABATAN FUNGSIONAL             

1 ........... 85 9 4 4 0 17 9 4 4  34 51 

2 ...........             

3 Dst..........             

C JABATAN PELAKSANA             

1 Pelaksana  128 21 1 7 13 48 27 1 7 13 70 58 

2 ...........             

3 Dst..........             

D PPPK/PPPTK PW             

1 PPPK 42  26  17 14 1 25  17 28 14 

2 PPPK PW 158 56 2 22 104 158 56 2 22 104        95 65 

3 Dst..........             
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Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Sekretariat 

Daerah   Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif tinggi dan merata antara laki-

laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 223 orang 

(48,48%), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 58 orang (12,61%), D3 

sebanyak 21 orang (4,57%), SLTA sebanyak 112 orang (24,35%), SLTP sebanyak  

11 orang (2,39%), Paket C 20 Orang (4,35%), dan Paket B 2 Orang 

(2,39%)Komposisi pegawai perempuan  sedikit lebih banyak dibanding pegawai 

Laki-laki; bahkan untuk  jabatan struktural pun lebih banyak laki-laki*). Hal ini 

menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen 

SDM aparatur. 

 

Tabel I.2 Sarana-Prasarana 
 

No. Klasifikasi 
Jumlah 
Barang 

Nilai Aset* 

1 Tanah   

 tanah  106.777.751.377,00 

2 Peralatan dan mesin   

 alat besar  5.691.787.968,00 

 alat angkutan  41.839.968.450,00 

 alat bengkel dan alat ukur  78.060.000,00 

 alat pertanian  32.000.000,00 

 alat kantor dan rumah tangga  34.298.046.437,00 

 alat studio, komunikasi dan pemancar  3.016.360.349,00 

 alat kedokteran dan kesehatan  128.100.000,00 

 alat laboratorium  186.720.000,00 

 alat persenjataan  0,00 

 komputer  8.864.014.654,00 
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 alat eksplorasi  0,00 

 alat pengeboran  0,00 

 alat produksi, pengolahan dan pemurnian  0,00 

 alat bantu eksplorasi  0,00 

 alat keselamatan kerja  99.750.000,00 

 alat peraga  0,00 

 peralatan proses/produksi  0,00 

 rambu – rambu  0,00 

 peralatan olah raga  81.475.000,00 

3 Gedung dan bangunan  146.699.972.779,00 

 bangunan gedung  146.387.252.779,00 

 monumen  0,00 

 bangunan menara  312.720.000,00 

 tugu titik kontrol/pasti  0,00 

4 Jalan, irigasi dan jaringan  6.757.828.962,00 

 jalan dan jembatan  625.905.962,00 

 bangunan air  58.494.000,00 

 instalasi  4.048.938.000,00 

 jaringan  2.024.491.000,00 

5 Aset tetap lainnya  350.079.950,00 

 bahan perpustakaan  120.190.000,00 

 barang bercorak 
kesenian/kebudayaan/olahra 

 229.889.950,00 

 hewan  0,00 

 biota perairan  0,00 

 tanaman  0,00 

 barang koleksi non budaya  0,00 

 aset tetap dalam renovasi  0,00 
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6 Kostruksi dalam pengerjaan  89.155.000,00 

 konstruksi dalam pengerjaan  89.155.000,00 

7 dll.  1.523.939.941,00 

    Kemitraan dengan Pihak Ketiga   

0,00 

Total  354.991.070.926,00 

 

Kendaraan operasional Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung  terdiri dari yakni ...... unit kendaraan dinas jabatan, ........... unit 

kendaraan operasional, ............... unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan 

kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola 

keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, 

ruang laktasi, dan toilet*). Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, 

lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain*) 

sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal komputer/laptop dibanding 

jumlah pegawai mendekati .... : ..... Dengan demikian ketersediaan sarana dan 

prasarana sudah/belum *) memadai. Hanya saja sebanyak ........ % dari 

komputer/laptop yang ada diproduksi Tahun 2000 an awal yang spesifikasinya 

sudah jauh tertinggal dengan kondisi saat ini sehingga tidak/mendukung*) 

tuntutan pekerjaan yang ...... % berbasis IT. 

 

Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2025 dan 2026 

Tahun Belanja Operasi Belanja Modal 
Belanja Tak 

Terduga 
Belanja 
Transfer 

Jumlah 

2024 164.958.455.462 1.072.082.200   166.030.537.662 

2025 121.401.801.333 5.577.935.300   126.979.736.633 

 

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat 
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Daerah  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 

2025 dibanding tahun 2024 terdapat penurunan*) Total anggaran belanja sebesar 

Rp 126.979.736.633 Hal ini menunjukkan ada kendala/tidak ada kendala*) 

anggaran untuk membiayai program/kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung. 
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BAB 2 
 

Perencanaan 
dan Perjanjian Kinerja 

 

Renstra Sekretariat Daerah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan 

penjabaran operasional RPD Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung Tahun 2023-2026 telah 

mengakomodasi dinamika program/kegiatan 

selama kurun waktu 2023 – 2026. Renstra 

ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan 

Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2022 tentang 

Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Tahun 2023-2026. 

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD 

Sesuai cascade kinerja, Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah 

meningkatnya meningkatkan tata kelola pemerintahan Terkait hal tersebut 

tujuan jangka menengah Sekretariat Daerah  Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung selama lima tahun adalah : 

1. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-

 

 

Bab 2 Berisi : 
1. Tujuan, Sasaran dan 

Indikator Kinerja OPD 
2. Strategi dan Arah 

Kebijakan 
3. Struktur Program dan 

Kegiatan Tahun 2025 
4. Indikator Kinerja Utama 

(IKU) 
5. Perjanjian Kinerja Tahun 

2025 
6. Instrumen Pendukung 

Capaian Kinerja PD 
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2025 

2. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) 

Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja 

PD sampai dengan tahun 2025 

3. Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh 

kegiatan/Subkegiatan sampai dengan Tahun 2021 dalam pencapaian 

hasil (outcome). 

4. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok 

dan fungsi (tufoksi) perangkat daerah 

5. Kebijakan nasional 

6. Regulasi yang berlaku  

7. Saran atau masukan dari pemanngku kepentingan (stakeholder) 

pembangunan daerah 

Adapun sasaran Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung dalam waktu lima tahun sebagai berikut: 

Tabel II.1 Sasaran Strategis Sekretariat Daerah, 2023-2026 

(tabel ini dapat di buat landscape)
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NO. 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA 
INDIKATOR TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN SATUAN 

Baseline 
2022 

TARGET TAHUNAN Target 
Akhir 

Renstra 
Ket 

2023 2024 2025 2026 

1 2 3    4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Meningkatkan 
Tata Kelola 
Pemerintahan 

Persentase 
Kebijakan  
Daerah yang 
terimplementa
si 

Mewujudkan 
kebijakan 
daerah yang 
berkualitas 

Meningkatnya kebijakan 
daerah di bagian 
pemerintahan, 
kesejahteraan rakyat 
dan hukum 

Persentase kebijakan 
daerah di bagian 
pemerintahan, 
kesejahteraan rakyat 
dan hukum 

% 95 95 95 95 95 95 

 

    Meningkanya kebijakan 
daerah di bagian 
perekonomian dan 
pembangunan serta 
pengadaan barang/jasa 

Persentase kebijakan 
daerah di bagian 
perekonomian dan 
pembangunan serta 
pengadaan barang/jasa 

% 95 95 95 95 95 95 

 

    Meningkanya kebijakan 
daerah di bagian 
penataan organisasi 
yang ditetapkan 

Persentase kebijakan 
daerah di bagian 
penataan organisasi 
yang ditetapkan 

% 95 95 95 95 95 95 

 

2.   Pencapaian RB 
PD SETDA 

Mewujudkan 
reformasi 
birokrasi PD 
SETDA yang 
berkualitas 

Meningkatkan tata 
kelola internal PD Setda 

Nilai RB PD Setda 

B 77,00 77,05 78 78,05 79 79 
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2.2. Strategi dan Arah Kebijakan 

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka 

menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan 

NO. SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 

1. Meningkatnya kebijakan 

Daerah di bagian 

Pemerintahan, 

Kesejahteraan Rakyat 

dan Hukum 

Mengembangkan Usulan 
Kebijakan Daerah di bidang 
Pemerintahan dan Otonomi 
Daerah 

Meningkatnya Usulan Kebijakan 
Daerah di bidang Pemerintahan 
dan Otonomi Daerah 

Mengembangkan Usulan 
Kebijakan Daerah dibidang 
Kesejahteraan Rakyat 

Meningkatnya Usulan Kebijakan 
Daerah dibidang Kesejahteraan 
Rakyat 

Mengembangkan Usulan 
Kebijakan Daerah dibidang 
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 

Meningkatnya Usulan Kebijakan 
Daerah dibidang Fasilitasi dan 
Koordinasi Hukum 

2.  Meningkatnya 

Kebijakan Daerah di 

bagian Perekonomian 

dan Pembangunan 

serta Pengadaan 

Barang/Jasa 

Mengembangkan Usulan 
Kebijakan daerah dibidang 
Perekonomian dan 
Pembangunan 

Meningkatnya Usulan Kebijakan 
daerah dibidang Perekonomian 
dan Pembangunan 

Mengembangkan Usulan 
Kebijakan Daerah dibidang 
Administrasi Pembangunan 

Meningkatnya Usulan Kebijakan 
Daerah dibidang Administrasi 
Pembangunan 

Mengembangkan Usulan 
Kebijakan Daerah di bidang 
Pengadaan Barang dan jasa 

Meningkatnya Usulan Kebijakan 
Daerah di bidang Pengadaan 
Barang dan jasa 

3. Meningkatnya 

Kebijakan Daerah di 

Bagian Penataan 

Organisasi  

Mengembangkan Usulan 
Kebijakan Daerah dibidang 
Penataan Organisasi 

Meningkatnya Usulan Kebijakan 
Daerah dibidang Penataan 
Organisasi 

4 Meningkatnya Tata 

Kelola Internal PD 

Setda 

Mengembangkan Pelayan 
internal setda 

Mengembangkan Pelayan 
internal setda 

 

2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025 

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan 

tercapainya sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 
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Belitung tahun 2025 maupun program dan kegiatan sebagaimana tabel 

berikut: 

Tabel II.3 Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025 

Sasaran Program/Kegiatan 
Sebelum 

Perubahan 
(Rp) 

Sesudah 
Perubahan 

(Rp) 
Ket. 

1. Meningkatnya 
kebijakan Daerah di 
bagian Pemerintahan, 
Kesejahteraan Rakyat 
dan Hukum 

1.1. PROGRAM PEMERINTAHAN 
DAN OTONOMI DAERAH 

Rp3.075.959.600,00 Rp1.984.969.900,00  

1.1.1. Kegiatan Pelaksanaan 
Tugas Pemerintahan 

Rp427.087.850,00 Rp286.804.650,00  

1.1.2. Kegiatan Pelaksanaan 
Otonomi Daerah 

Rp2.293.133.750,00 Rp1.396.323.000,00  

 1.1.3. Kegiatan Fasilitasi Kerja    
Sama Daerah 

Rp355.738.000,00 Rp301.842.250,00  

1.2. PROGRAM KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

Rp35.812.645.925,00 Rp29.325.127.775,00  

1.2.1. Fasilitasi Pembinaan Mental  
Spiritual 

Rp11.383.804.450,00 Rp11.031.467.600,00  

1.2.2. Kegiatan Fasilitasi 
Pengembangan Kesejahteraan 
Rakyat Pelayanan Dasar 

Rp23.600.148.200,00 Rp17.712.608.250,00  

 1.2.3. Kegiatan Fasilitasi 
Pengembangan Kesejahteraan 
Rakyat Non Pelayanan Dasar 

Rp828.693.275,00 Rp581.051.925,00  

1.3. PROGRAM  FASILITASI DAN 
KOORDINASI HUKUM 

Rp1.025.034.600,00 Rp631.795.150,00  

1.3.1. Fasilitasi Penyusunan 
Perundang-Undangan 

Rp861.926.300,00 Rp472.066.100,00  

1.3.2. Fasilitasi Bantuan Hukum Rp163.108.300,00 Rp159.729.050,00  

2. Meningkatnya kebijakan 

Daerah di bagian 

Perekonomian dan 

Administrasi 

Pembangunan serta 

Pengadaan Barang dan 

jasa 

BIRO PEREKONOMIAN DAN 
ADMINISTRASI PEMBANGUAN  

Rp796.012.000,00 Rp482.278.400,00  

1.2 program penunjang urusan 
pemerintahan 

Rp94.361.100,00 Rp49.944.200,00  

Perencanaan, Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

Rp94.361.100,00 Rp49.944.200,00  

PROGRAM PEREKONOMIAN DAN 
PEMBANGUNAN  
Pengelolaan Kebijakan dan 
Koordinasi Perekonomian 

Rp620.334.900,00 
 

Rp126.722.200,00 

Rp389.463.600,00 
 

Rp113.399.500,00 

 

Pengelolaan Kebijakan dan 
Koordinasi BUMD dan BLUD 

Rp201.664.400,00 Rp109.562.900,00  

Pengelolaan Kebijakan dan 
Koordinasi Sumber Daya Alam 

Rp291.948.300,00 Rp166.501.200,00  

PROGRAM KEBIJAKAN 
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 

Rp81.316.000,00 Rp42.870.600,00  

Pengendalian Administrasi 
Pelaksanaan Pembangunan Daerah 

Rp41.695.600,00 Rp42.870.600,00  

Pelaporan Pelaksanaan 
Pembangunan Daerah 

Rp39.620.400,00 Rp21.175.000,00  

PROGRAM KEBIJAKAN DAN 
PELAYANAN PENGADAAN BARANG 
DAN JASA 

Rp1.152.148.674,00 Rp822.857.974,00  

Pengelolaan Pengadaan Barang dan 
Jasa 

Rp306.323.000,00 Rp256.546.500,00  

Pengelolaan Layanan Pengadaan 
Secara Elektronik 

Rp627.322.474,00 Rp419.198.774,00  

Pembinaan dan Advokasi 
Pengadaan Barang dan Jasa 

Rp218.503.200,00 Rp147.112.700,00  
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3. Meningkatnya kebijakan 

Daerah di bagian Penataan 

Organisasi dan Pelayanan 

umum  

PROGRAM PENATAAN 
ORGANISASI 

Rp1.032.369.600,00 Rp753.983.600,00  

Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis 
Jabatan 

Rp384.502.850,00 Rp276.847.250,00  

Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan 
Akuntabilitas Kinerja 

Rp647.866.750,00 Rp477.136.350,00  

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
PROVINSI 

Rp91.556.386.540,17 Rp92.978.723.834,17  

Administrasi Keuangan Perangkat 
Daerah 

Rp46.958.158.972,00 Rp45.873.248.906,00  

Administrasi Barang Milik Daerah 
pada Perangkat Daerah 

Rp260.000.000,00 Rp260.000.000,00  

Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

Rp12.655.539.500,00 Rp10.945.128.950,00  

Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

Rp120.000.000,00 Rp120.000.000,00  

Pengadaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah 

Rp6.504.209.400,00 Rp5.528.385.800,00  

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Rp12.173.952.600,00 Rp12.996.331.150,00 
 

 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Rp8.849.568.300,00 Rp6.800.465.300,00 
 

 

Administrasi Keuangan dan 
Operasional Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah 

Rp2.902.272.328,17 Rp2.902.272.328,17 
 

 

Fasilitasi Kerumahtanggaan 
Sekretariat Daerah 

Rp3.077.394.900,00 Rp3.077.394.900,00  

Fasilitasi Materi dan Komunikasi 
Pimpinan 

Rp1.759.500.000,00 Rp1.723.500.000,00  

Fasilitasi Keprotokolan Rp2.799.999.940,00 Rp2.751.996.500,00  

Total Anggaran yang Berkaitan Langsung   dengan Pencapaian 

Sasaran 

Rp   98.637.911.014,17 Rp 97.654.608.858,17  

 

 

• Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu 

tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi 

pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu 

prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis 

dalam RENSTRA Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama pada Unit 

Organisasi setingkat Eselon II/PD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya 

adalah Indikator keluaran (Output) untuk mendukung pencapaian sasaran 

strategis. Dokumen Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung dibuat dalam bentuk Surat Keputusan Kepala 

Sekretariat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 
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188.4/14/IV/2024). 

Sedangkan Indikator Kinerja Individu (IKI) adalah tingkat pencapaian 

atau hasil kerja seseorang dari sasaran tujuan yang harus dicapai 

organisasi dalam kurun waktu tertentu. Setiap lembaga atau Instansi 

pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Individu sebagai suatu 

prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis 

dalam RPD dan RENSTRA Perangkat Daerah.  

• Perjanjian Kinerja Tahun 2025 

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang 

berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada 

pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan 

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya.  

2.5.1  Perjanjian Kinerja  2025 (Induk)  

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Daerah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 yang merepresentasikan kinerja 

instansi dengan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai 

berikut: 

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah  
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 

  

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan 
Target 

Tahunan 
Triwulan 

Target 
TW 

1. Meningkatnya 
kebijakan Daerah di 
bagian Pemerintahan, 
Kesejahteraan Rakyat 
dan Hukum 

Persentase 
kebijakan daerah di 
bagian 
pemerintahan, 
kesejahteraan 
rakyat dan hukum 

% 95 Triwulan I 
Triwulan II 
Triwulan III 
Triwulan IV 

...... 

2. Meningkatnya  
Kebijakan Daerah di 
bagian Perekonomian 
dan Pembangunan 

Persentase 
kebijakan daerah di 
bagian 
perekonomian dan 

% 95 Triwulan I 
Triwulan II 
Triwulan III 
Triwulan IV 
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serta Pengadaan 
Barang/Jasa 

pembangunan serta 
pengadaan 
barang/jasa 

3. Meningkatnya 
Kebijakan Daerah di 
Bagian Penataan 
Organisasi 

Persentase 
kebijakan daerah di 
bagian penataan 
organisasi yang 
ditetapkan 

% 95 Triwulan I 
Triwulan II 
Triwulan III 
Triwulan IV 

 

4. Meningkatnya Tata 
Kelola Internal PD 
Setda 

Nilai RB PD Setda Nilai 78,05 Triwulan I 
Triwulan II 
Triwulan III 
Triwulan IV 

 

 

Tabel II.5 Komponen Anggaran  Induk pada Perjanjian Kinerja 

Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 

No. Indikator Kinerja Program Anggaran Ket 

1. Persentase kebijakan 
daerah di bagian 
pemerintahan, 
kesejahteraan rakyat dan 
hukum 

Program 
Pemerintahan Dan 
Otonomi Daerah 

Rp3.075.959.600,00 ..... 

 Program 
Kesejahteraan Rakyat 

Rp35.812.645.925,00  

Program  Fasilitasi 
Dan Koordinasi 
Hukum 

Rp1.025.034.600,00  

2 Persentase kebijakan 
daerah di bagian 
perekonomian dan 
pembangunan serta 
pengadaan barang/jasa 

Program 
Perekonomian Dan 
Pembangunan  

Rp620.334.900,00 

 

 

Program Kebijakan 
Administrasi 
Pembangunan 

Rp81.316.000,00  

Program Kebijakan 
Dan Pelayanan 
Pengadaan Barang 
Dan Jasa 

Rp1.152.148.674,00  

3 Persentase kebijakan 
daerah di bagian penataan 
organisasi yang ditetapkan 

Program Penataan 
Organisasi 

Rp1.032.369.600,00  

Program Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah Provinsi 

Rp91.556.386.540,17  
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2.5.2  Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Perubahan Kesatu) 

Pada tahun 2025, Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung tahun 2025 melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025. 

Reviu dilakukan karena dengan dikeluarkannya Hasil Evaluasi 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024, melalui 

Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi RI Nomor : B/191/AA.05/2024 tanggal 3 September 2024 yaitu “ 

agar memenuhi melakukan perbaikan indikator kinerja menggunakan 

informasi capaian kinerja pada laporan kinerja sebagai dasar penentuan 

Target tahun selanjutnya, penyesuaian aktivitas strategi untuk mencapai 

kinerja, dan kebutuhan anggarannya”, sehingga perlu melakukan 

penyesuaian pada kolom sasaran dan indikator kinerja. Sesuai dengan 

Berita Acara Perubahan Perjanjian Kinerja (Kesatu) Tahun 2025 Sekretariat 

Daerah Perjanjian Kinerja Perubahan adalah sebagai berikut : 

Tabel II.6 Perjanjian Kinerja Perubahan Kesatu Sekretariat Daerah  

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan 
Target 

Tahunan 
Triwulan Target TW 

1. Meningkatnya 
kebijakan Daerah di 
bagian Pemerintahan, 
Kesejahteraan Rakyat 
dan Hukum 

Persentase kebijakan 
daerah di bagian 
pemerintahan, 
kesejahteraan rakyat 
dan hukum 

% 95 Triwulan I 
Triwulan II 
Triwulan III 
Triwulan IV 

...... 

2. Meningkatnya  
Kebijakan Daerah di 
bagian Perekonomian 
dan Pembangunan 
serta Pengadaan 
Barang/Jasa 

Persentase kebijakan 
daerah di bagian 
perekonomian dan 
pembangunan serta 
pengadaan 
barang/jasa 

% 95 Triwulan I 
Triwulan II 
Triwulan III 
Triwulan IV 

 

3. Meningkatnya 
Kebijakan Daerah di 
Bagian Penataan 
Organisasi 

Persentase kebijakan 
daerah di bagian 
penataan organisasi 
yang ditetapkan 

% 95 Triwulan I 
Triwulan II 
Triwulan III 
Triwulan IV 
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4. Meningkatnya Tata 
Kelola Internal PD 
Setda 

Nilai RB PD Setda Nilai 78,05 Triwulan I 
Triwulan II 
Triwulan III 
Triwulan IV 

 

 

Tabel II.7 Komponen Anggaran  Induk pada Perjanjian Kinerja Perubahan Kesatu 

Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 

No. Indikator Kinerja Program Anggaran Ket 

1. Persentase kebijakan daerah di 
bagian pemerintahan, 
kesejahteraan rakyat dan hukum 

Program Pemerintahan 
Dan Otonomi Daerah 

Rp3.075.959.600,00 ..... 

 Program Kesejahteraan 
Rakyat 

Rp35.812.645.925,00  

Program  Fasilitasi Dan 
Koordinasi Hukum 

Rp1.025.034.600,00  

2 Persentase kebijakan daerah di 
bagian perekonomian dan 
pembangunan serta pengadaan 
barang/jasa 

Program Perekonomian Dan 
Pembangunan  

Rp620.334.900,00 

 

 

Program Kebijakan 
Administrasi 
Pembangunan 

Rp81.316.000,00  

Program Kebijakan Dan 
Pelayanan Pengadaan 
Barang Dan Jasa 

Rp1.152.148.674,00  

3 Persentase kebijakan daerah di 
bagian penataan organisasi yang 
ditetapkan 

Program Penataan 
Organisasi 

Rp1.032.369.600,00  

Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Provinsi 

Rp91.556.386.540,17  

 
 

2.5.3  Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Perubahan Kedua) 

Pada tahun 2025, Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung tahun 2025 melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025. 

Reviu dilakukan karena adanya refocusing kegiatan dan realokasi 

anggaran serta telah ditetapkannya        Dokumen Pelaksanaan Perubahan 

Anggaran Tahun 2025, sehingga perlu melakukan penyesuaian pada 

kolom Anggaran pada lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai 

dengan Berita Acara Perubahan Perjanjian Kinerja (Kedua) Tahun 2025 

Sekretariat Daerah Perjanjian Kinerja Perubahan adalah sebagai berikut : 
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Tabel II.8 Perjanjian Kinerja Perubahan Kedua Sekretariat Daerah  

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan 
Target 

Tahunan 
Triwulan 

Target 
TW 

1. Meningkatnya 
kebijakan Daerah di 
bagian Pemerintahan, 
Kesejahteraan Rakyat 
dan Hukum 

Persentase 
kebijakan daerah di 
bagian 
pemerintahan, 
kesejahteraan 
rakyat dan hukum 

% 95 Triwulan I 
Triwulan II 
Triwulan III 
Triwulan IV 

...... 

2. Meningkatnya  
Kebijakan Daerah di 
bagian Perekonomian 
dan Pembangunan 
serta Pengadaan 
Barang/Jasa 

Persentase 
kebijakan daerah di 
bagian 
perekonomian dan 
pembangunan serta 
pengadaan 
barang/jasa 

% 95 Triwulan I 
Triwulan II 
Triwulan III 
Triwulan IV 

 

3. Meningkatnya 
Kebijakan Daerah di 
Bagian Penataan 
Organisasi 

Persentase 
kebijakan daerah di 
bagian penataan 
organisasi yang 
ditetapkan 

% 95 Triwulan I 
Triwulan II 
Triwulan III 
Triwulan IV 

 

4. Meningkatnya Tata 
Kelola Internal PD 
Setda 

Nilai RB PD Setda Nilai 78,05 Triwulan I 
Triwulan II 
Triwulan III 
Triwulan IV 

 

 

Tabel II.9 Komponen Perubahan Anggaran  pada Perjanjian Kinerja Perubahan Kedua 

Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 

No. Indikator Kinerja Program Anggaran Ket 

1. Persentase kebijakan daerah 
di bagian pemerintahan, 
kesejahteraan rakyat dan 
hukum 

Program Pemerintahan 
Dan Otonomi Daerah 

Rp3.075.959.600,00 ..... 

 Program Kesejahteraan 
Rakyat 

Rp35.812.645.925,00  

Program  Fasilitasi Dan 
Koordinasi Hukum 

Rp1.025.034.600,00  

2 Persentase kebijakan daerah 
di bagian perekonomian dan 
pembangunan serta 
pengadaan barang/jasa 

Program Perekonomian 
Dan Pembangunan  

Rp620.334.900,00 

 

 

Program Kebijakan 
Administrasi 
Pembangunan 

Rp81.316.000,00  



 
 

25  

Program Kebijakan Dan 
Pelayanan Pengadaan 
Barang Dan Jasa 

Rp1.152.148.674,00  

3 Persentase kebijakan daerah 
di bagian penataan organisasi 
yang ditetapkan 

Program Penataan 
Organisasi 

Rp1.032.369.600,00  

Program Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah Provinsi 

Rp91.556.386.540,17  

Keterangan Tambahan: 

1. tetapi anggaran berkurang 38,96% sehubungan adanya refocusing 

kegiatan dan realokasi anggara untuk pembiyaan belanja Pegawai  

2. Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV. 

• Instrumen Pendukung Capaian Kinerja  Tahun 2025 

Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki 

website resmi yang dapat diakses, baik oleh pegawai Sekretariat Daerah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun masyarakat umum dengan 

alamat www.instagram.com Di dalam website ini memuat profil lengkap 

beserta tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung. Selain itu juga ditampilkan beberapa kegiatan terbaru yang telah 

dilakukan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ada 

juga menu untuk pengaduan, pelayanan masyarakat, dan prosedur 

pelayanan masyarakat yang dilakukan di Sekretariat Daerah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung, seperti ........... (sebutkan layanan pada 

aplikasi) 

Gambar II.2. Website Sekretariat Daerah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Screenshoot  aplikasi  

BAB 3 
 

http://www.instagram.com/
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Akuntabilitas Kinerja 
 

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025 

Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung  telah melaksanakan pengukuran 

kinerja atas kinerja yang diperjanjikan sekretariat 

Daerah  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  

dengan Bapak Gubernur Kepulauan Bangka 

Belitung  tahun 2024. Pengukuran mengacu 

Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor  86  

Tahun  2017  

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut: 

 

Tabel III.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja 
 

No. Interval Nilai  
Realisasi Kinerja 

Kriteria Penilaian 
Realisasi Kinerja 

Kriteria Kode 

1. 91 ≤ 100 Sangat Baik Hijau Tua 

2. 76 ≤ 90 Tinggi Hijau Muda 

3. 66 ≤ 75 Sedang Kuning Tua 

4. 51 ≤ 65 Rendah Kuning Muda 

5. ≤ 50 Sangat Rendah Merah 

❖ Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 

 
Tabel III.2. Capaian Kinerja Tahun 2025 

                       (tabel ini dapat di buat landscape) 
(diisi dengan semua sasaran dan indikator sasaran) 

 

 

Bab 3 Berisi : 
1. Capaian Kinerja Tahun 

2025 
2. Efisiensi Anggaran 
3. Inovasi 
4. Penghargaan 
5. Lintas Sektor/Crosscuting 
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NO 

 
SASARAN 

STRATEGIS 

 
INDIKATOR/META 

INDIKATOR 

 
 

SATUAN 

 
BASE 
 LINE  
2022 

 
CAPAIAN 

2024 

TAHUN 2025 
TARGET 
AKHIR 

RENSTRA TARGET REALISASI 
PERSEN 

TASE 

KRITERIA 

/ KODE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Meningkatnya 

kebijakan Daerah 

di bagian 

Pemerintahan, 

Kesejahteraan 

Rakyat dan Hukum 

Persentase kebijakan 

daerah di bagian 

pemerintahan, 

kesejahteraan rakyat 

dan hukum 

 

% 95 90,22 95 97,00 100 % 95 

2. Meningkatnya  

Kebijakan Daerah 

di bagian 

Perekonomian dan 

Pembangunan 

serta Pengadaan 

Barang/Jasa 

Persentase kebijakan 

daerah di bagian 

perekonomian dan 

pembangunan serta 

pengadaan 

barang/jasa  

% 95 70,89 95 100 100 % 95 

3. Meningkatnya 

Kebijakan Daerah 

di Bagian Penataan 

Organisasi 

Persentase kebijakan 

daerah di bagian 

penataan organisasi 

yang ditetapkan 

% 95 78,46 95 100 100 % 95 

4. Meningkatnya Tata 

Kelola Internal PD 

Setda 

Nilai RB PD Setda 

 

 Nilai  77,00 77,05 78,05 91,46 100 % Nilai 79,00 

 

Adapun analisis capaian kinerja sasaran stategis diuraikan sebagai berikut: 

3.1.1.     Sasaran : 1. Meningkatnya kebijakan Daerah di bagian Pemerintahan,   

Kesejahteraan Rakyat dan Hukum,   

2. Meningkatnya  Kebijakan Daerah di bagian Perekonomian 

dan Pembangunan serta Pengadaan Barang/Jasa,  

3. Meningkatnya Kebijakan Daerah di Bagian Penataan 

Organisasi dan  
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4. Meningkatnya Tata Kelola Internal PD Setda 

Kinerja sasaran 1. Meningkatnya kebijakan Daerah di bagian Pemerintahan,  

Kesejahteraan Rakyat dan Hukum dengan indikator Persentase kebijakan daerah 

di bagian pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum. 2. Meningkatnya  

Kebijakan Daerah di bagian Perekonomian dan Pembangunan serta Pengadaan 

Barang/Jasa dengan indikator Persentase kebijakan daerah di bagian 

perekonomian dan pembangunan serta pengadaan barang/jasa,  , Meningkatnya 

Kebijakan Daerah di Bagian Penataan Organisasi dengan indikator  dengan 

indikator Persentase kebijakan daerah di bagian penataan organisasi yang 

ditetapkan Meningkatnya Tata Kelola Internal PD Setda diukur dengan indikator 

Nilai RB PD Setda, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai 

berikut: 

Tabel III.3. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan 
 

No Sasaran Indikator Formulasi Perhitungan 

1 2 3 4 

1. Meningkatnya 

kebijakan Daerah di 

bagian Pemerintahan, 

Kesejahteraan Rakyat 

dan Hukum 

Persentase kebijakan daerah 

di bagian pemerintahan, 

kesejahteraan rakyat dan 

hukum 

 

Formulasi Perhitungan : Jumlah 

kebijakan yang ditetapkan 

/Jumlah Kebijakan daerah yang 

dikeluarkan)x100 % 

2. Meningkatnya  

Kebijakan Daerah di 

bagian Perekonomian 

dan Pembangunan 

serta Pengadaan 

Barang/Jasa 

Persentase kebijakan daerah 

di bagian perekonomian dan 

pembangunan serta 

pengadaan barang/jasa  

Formulasi Perhitungan : Jumlah 

kebijakan yang ditetapkan 

/Jumlah Kebijakan daerah yang 

dikeluarkan)x100 % 
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3. Meningkatnya 

Kebijakan Daerah di 

Bagian Penataan 

Organisasi 

Persentase kebijakan daerah 

di bagian penataan 

organisasi yang ditetapkan: 

Formulasi Perhitungan : Jumlah 

kebijakan yang ditetapkan 

/Jumlah Kebijakan daerah yang 

dikeluarkan)x100 % 

4. Meningkatnya Tata 

Kelola Internal  

PD Setda 

 

Nilai RB PD Setda 

 

Penilaian survey internal PD 

 

Kinerja sasaran Meningkatnya kebijakan Daerah di bagian Pemerintahan, 

Kesejahteraan Rakyat dan Hukum diukur dengan menggunakan formulasi 

perhitungan: Jumlah kebijakan yang ditetapkan /Jumlah Kebijakan daerah yang 

dikeluarkan)x100 % Tahun 2025 capaian kinerja sasaran ini adalah 90.22%  atau 

sebesar 90.22%  dari target 95 %. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas 

kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah. 

Kinerja sasaran Meningkatnya  Kebijakan Daerah di bagian Perekonomian 

dan Pembangunan serta Pengadaan Barang/Jasa diukur dengan menggunakan 

formulasi perhitungan: Jumlah kebijakan yang ditetapkan /Jumlah Kebijakan 

daerah yang dikeluarkan)x100 % Tahun 2025 capaian kinerja sasaran ini adalah 

70,89%  atau sebesar 70,89%  dari target 95 %. Sumber data diolah dari hasil 

perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat 

Daerah. 

Kinerja sasaran Meningkatnya  Kebijakan Daerah di bagian Meningkatnya 

Kebijakan Daerah di Bagian Penataan Organisasi diukur dengan menggunakan 

formulasi perhitungan: Jumlah kebijakan yang ditetapkan /Jumlah Kebijakan 

daerah yang dikeluarkan)x100 % Tahun 2025 capaian kinerja sasaran ini adalah 

78,85%  atau sebesar 78,85%  dari target 95 %. Sumber data diolah dari hasil 

perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat 
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Daerah 

Kinerja Sekretariat Daerah pada tahun 2025 dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

Tabel III.4. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 

(tabel ini dapat di buat landscape) 
 

No Indikator Sasaran 

2024 2025 Target 
Akhir 

Renstra 
(2025) 

Capaian s/d  
2025 terhadap 
target 2025 (%) Target Realisasi 

% 
Capaian 

Target Realisasi 
% 

Capaian 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Persentase 
kebijakan 
daerah di 
bagian 
pemerintahan, 
kesejahteraan 
rakyat dan 
hukum 

95 93,62 88,94 95 97,00 100 95 95 

 Persentase 
kebijakan 
daerah di 
bagian 
perekonomian 
dan 
pembangunan 
serta 
pengadaan 
barang/jasa 

95 100 100 95 100 100 95 95 

 Persentase 
kebijakan 
daerah di 
bagian 
penataan 
organisasi yang 
ditetapkan 

95 100 100 95 100 100 95 95 

 Nilai RB PD 
Setda 
 

78,05 92,56 100 78,05 91,46 100 % 79 79 

 

Analisis Ketercapaian Sasaran Persentase kebijakan daerah di bagian pemerintahan, 
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kesejahteraan rakyat dan hukum adalah sebagai berikut: 

a. Tercapai 97, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target   

sebesar 95 % (terlampaui). Dibandingkan persentase capaian tahun lalu 

sebesar  93. % (data Lkj Tahun lalu) indikator sasaran Persentase kebijakan 

daerah di bagian pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum mengalami  

peningkatan sebesar (0,5) %. 

b. Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran akan 

berhasil tercapai/tidak tercapai  

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut                             

didukung dari program-program sebagai berikut : 

1. Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah mempunyai indikator 

Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Pemerintahan dan Otonomi 

Daerah yang tersusun formula perhitungan: (Jumlah Usulan Kebijakan Daerah 

yang dikeluarkan/ Jumlah Rumusan Kebijakan Daerah yang dikeluarkan) x 

100%. 

2. (Program Kesejahteraan Rakyat dengan indikator persentase usulan kebijakan 

daerah dibidang kesejahteraan rakyat yang tersusun formula perhitungan: 

(Jumlah Usulan Kebijakan Daerah Yang Disusun/Jumlah Rumusan Kebijakan 

Daerah Yang Diusulkan) x 100%. 

3.  Program  Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum dengan indikator Persentase 

Usulan Kebijakan Daerah dibidang hukum yang tersusun formula 

perhitungan: Jumlah usulan kebijakan / jumlah rumusan kebijakan dibidang 

hukum x 100 %.  

4. Program Perekonomian dan Pembangunan mempunyai Indikator  

Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Perekonomian dan 

Pembangunan yang tersusun formula perhitungan: (Jumlah Usulan Kebijakan 

Daerah yang disusunkan / Jumlah Rumusan Kebijakan Daerah yang diusulkan) 

X 100% 

5. Program Kebi jakan dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa 

dengan  indikator Persentase Usulan Kebi jakan Daerah di  bidang 
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Pengadaan Barang dan Jasa yang tersusun formula perhitungan: 

(Jumlah realisasi Usulan Kebijakan yang menjadi Kebijakan / Jumlah target 

Usulan Kebijakan yang menjadi Kebijakan) X 100%. 

6. Program Kebi jakan Administrasi  Pembangunan dengan  indikator 

Persentase Usulan Kebi jakan Daerah dibidang Administrasi 

Pembangunan yang tersusun formula perhitungan indikator ini    adalah 

(Jumlah Usulan Kebijakan Daerah yang disusunkan / Jumlah Rumusan 

Kebijakan Daerah yang diusulkan) X 100% 

7. Program Penataan Organisasi  dengan  indikator (Jumlah Usulan 

Kebijakan Daerah yang disusunkan / Jumlah Rumusan Kebijakan Daerah yang 

diusulkan) X 100% 

8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 

dengan  indikator Nilai  Sakip PD Setda  

Capaian kinerja untuk indikator ini adalah  (14.350/16.204)x100%= 88,56%  

Target indikator program ini dapat tercapai didukung oleh faktor berikut :  

- Pemanfaatan Penggunaan Teknologi Informatika,  

- Kerjasama yang baik antara TU di Biro-biro serta Perencana SETDA,  

- Kegiatan merupakan kegiatan yang Rutin dilaksanakan.  

- Sikap dan mental (motivasi kerja, disiplin kerja, dan etika, Pendidikan, 

Keterampilan dan Manajemen Kepemimpinan 

Target indikator program  ini tidak tercapai disebabkan kendala sebagai 

berikut :  

- Manajemen Kepemimpinan,  

- Lemahnya tingkat koordinasi antar instansi terkait,  

- Adanya perubahan dan atau tumpang tindih regulasi.  

- Masih Perlu ditingkatkan lagi Koordinasi dengan Bagian. 

- Jumlah Pegawai Pelaksana yang Kurang Memadai 

- Keterlambatan pencairan dari kegiatan berjalan 

Upaya Perbaikan kedepan adalah sebagai berikut : 
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- Upaya perbaikan permasalahan di Sekretariat Daerah (Setda) ke depan 

berfokus pada peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih, 

transparan, akuntabel, dan berbasis digital, mengingat perannya sebagai 

pusat koordinasi kebijakan daerah,  

- Upaya meningkatkan komunikasi dan koordinasi, klarifikasi peran dan 

tanggung jawab, investasi dalam pengembangan SDM, dan perbaikan 

proses pengambilan keputusan, Setda dapat meningkatkan kinerjanya 

dan mendukung kelancaran operasional pemerintahan daerah secara 

keseluruhan. 

Tabel III.5. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja PD dengan Nasional 
Tahun 2025 

 

No. Indikator dan Formula 
Perhitungan 

Target 
(Nasional) 

Target 
(PD) 

Realisasi 
(Nasional) 

Realisasi 
(PD) 

Capaian 
(Nasional)  

Capaian 
(PD) 

1. Persentase kebijakan 
daerah di bagian 
pemerintahan, 
kesejahteraan rakyat dan 
hukum 
Formulasi Perhitungan : 
95,00/97,00x100%=92,15% 

       Nihil 95 Nihil 97,00 Nihil 100 % 

2. Persentase kebijakan 
daerah di bagian 
perekonomian dan 
pembangunan serta 
pengadaan barang/jasa 
Formulasi Perhitungan : 
95,00/100x100%=95,00% 

Nihil 95 Nihil 100 Nihil 100 

3. Persentase kebijakan 
daerah di bagian penataan 
organisasi yang ditetapkan 
Formulasi Perhitungan : 
95,00/100x100%=95,00% 

Nihil 95 Nihil 100 Nihil 100 
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4. Nilai RB PD Setda 
Formulasi Perhitungan : 
Survey Pelayanan Internal 
setda  
 

Nihil 78,05 Nihil 91,46 Nihil 100 

 

Catatan Penting: 
Informasi realisasi kinerja tahun 2025 secara lengkap (seperti pada tabel yang Anda lampirkan untuk 2025) baru 
akan tersedia secara resmi dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun pada awal tahun 2026. 
 

a. Jika dibandingkan dengan target Nasional, Target indikator...... berada 

diatas/dibawah Target Nasional.  

b. Jika dibandingkan dengan Realisasi Nasional Target indikator ........ 

berada diatas/dibawah Realisasi Nasional. 

c. Sebagai kesimpulan capaian indikator ........ berada diatas/dibawah 

capaian Nasional yaitu sebesar ..... % 

 

3.1.1.1. Data Dukung Capaian persentase Kebijakan di bagian Pemerintan, 

Hukum dan Kesejahteraan Rakyat melalui Program Pemerintahan dan 

Otonomi daerah, Program fasilitasi dan Koordinasi Hukum dan Pogram 

Kesejahteraan Rakyat 

- Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah melekat pada Bidang 

Pemerintahan  dengan rincian kegiatan sebagai berikut, yaitu : 

• Kegiatan  Pelaksanaan Tugas Pemerintahan dengan anggaran 

sebesar Rp 286.804.650,00 

• Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan anggaran sebesar 

Rp .1.396.323.000,00 

• Kegiatan Fasilitasi Kerja    Sama Daerah dengan anggaran sebesar 

Rp Rp301.842.250,00 

- Pogram Kesejahteraan Rakyat melekat pada Bidang Kesejahteraan 

Rakyat, Yaitu:  
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• Kegiatan Pembinaan Mental Spiritual dengan anggaran sebesar 

Rp. 11.031.467.600,00  

• Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat dengan 

 anggaran sebesar Rp 581.051.925,00 

- Program  Fasilitasi dan Koordinasi Hukum pada bidang Hukum yaitu: 

• Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan dengan 

anggaran sebesar Rp. 472.066.100,00 

• Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum dengan anggaran sebesar   

Rp 159.729.050,00 

Gambar III.1 
Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Program Kesejahteraan Rakyat, 
Program  Fasilitasi dan Koordinasi Hukum. 

 
Kegiatan mencakup seluruh program yang ada di biro hukum, 

kesejahteraan Rakyat dan Pemerintahan 
 

No. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Keterangan 

1. 

 

Kegiatan Fasilitasi 

Ceramah Agama Ruwah 

Kubur Desa Keretak Dan 

Keretak Atas Kabupaten 

Bangka Tengah 
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INDEKS REFORMASI 

HUKUM 

 

 

Biro Hukum  

 

 

Rapat Koordinasi Kepala 

Daerah se-Provinsi 

Kepulaua Bangka Belitung 

 

Program pemerintahan dan otonomi daerah melekat pada Biro 

Pemerintahan dengan rincian kegiatan sebagai berikut, yaitu : 

- Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Dengan Anggaran Sebsesar 

Rp286.804.650,00, Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah Dengan 

Anggaran Rp1.396.323.000,00 Dan Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama 
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Daerah Rp301.842.250,00 

Program Kesejahteraan Rakyat melekat pada Biro Kesejahteraan Rakyat 

dengan rincian kegiatan sebagai berikut, yaitu : 

- Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental   Spiritual Dengan Anggaran 

Sebsesar Rp11.031.467.600,00, Kegiatan Kegiatan Fasilitasi 

Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Dengan 

Anggaran Rp 17.712.608.250,00 Dan Kegiatan Fasilitasi Pengembangan 

Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Rp 581.051.925,00 

Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum pada Biro Hukum dengan rincian 

kegiatan sebagai berikut, yaitu : 

- Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan Dengan Anggaran 

Sebsesar Rp 472.066.100,00 dan Kegiatan Kegiatan Fasilitasi Bantuan 

Hukum Dengan Anggaran Rp Rp159.729.050,00 

 

3.1.1.2. Data Dukung Capaian persentase Kebijakan di bagian Perekonomian dan 

Administrasi Pembangunan, melalui Program Perekomian dan 

Administrasi Pembangunan, Program Kebikan Administrasi 

Pembangunan dan Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang 

dan Jasa 

- Program Perekonomian dan Pembanguan pada bidang Perekonomian 

dan administrasi Pembangunan yaitu: 

• Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah  Rp. 49.944.200,00 

• Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian 

dengan anggaran sebesar Rp113.399.500,00   

- Program Kebijakan Administrasi Pembangunan 
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• Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa sebesar  Rp. 

42.870.600,00 

• Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dengan 

anggaran sebesar Rp 822.857.974,00 

- Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa 

• Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 

sebesar  Rp. 256.546.500,00 

• Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 

dengan anggaran sebesar Rp 419.198.774,00 

• Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 

dengan anggaran sebesar Rp 147.112.700,00. 

 

Gambar III.2 
Program Perekonomian dan Pembangunan , Program Kebijakan Administrasi 
Pembangunan dan Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa 

 

Kegiatan mencakup seluruh program yang ada di Perekonomian dan administrasi 
Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa 

 
 

No. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Keterangan 

 

 

Kegiatan  Pembinaan dan 

Advokasi 

Pengadaan Barang dan 

Jasa 
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Kegiatan Pengelolaan 

Sistem Pengadaan Secara 

Elektronik 

 

 

kegiatan Pengelolaan 

Pengadaan Barang Jasa 

 

 

Kegiatan Pengelolaan 

Kebijakan dan Koordinasi 

Perekonomian dengan 

anggaran 
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Kegiatan Pengelolaan 

Kebijakan dan Koordinasi 

Sumber Daya Alam 

 

Program Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian pada Biro 

Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dengan rincian kegiatan 

sebagai berikut, yaitu : 

- Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD 

dengan Anggaran Sebsesar Rp 109.562.900,00, Kegiatan Pengelolaan 

Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam Dengan Anggaran Rp 

166.501.200,00, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan 

Daerah dengan anggaran Sebesar Rp 42.870.600,00, Perencanaan, 

Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran 

sebesar Rp 49.944.200,00 dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 

Daerah dengan anggaran sebesar Rp 21.175.000,00  

Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa melekat 

pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa dengan rincian kegiatan sebagai 

berikut, yaitu : 

- Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan Anggaran 

Sebsesar Rp Rp 256.546.500,00 dan Pengelolaan Layanan Pengadaan 

Secara Elektronik Dengan Anggaran Rp Rp 419.198.774,00, Pembinaan 

dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa dengan anggaran Sebesar Rp 

Rp 147.112.700,00 



 
 

41  

3.1.1.3. Data Dukung Capaian persentase kebijakan daerah di bagian penataan 

organisasi yang ditetapkan  

Gambar III.3 
Program Penataan Organisasi 

Kegiatan mencakup seluruh program yang ada di biro hukum, kesejahteraan 
Rakyat dan Pemerintahan 

 

No. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Keterangan 

1. 

 

sosialisasi pergub no 17 

tahun 2025, pakaian 

dinas ASN 

 

 

Peta Jabatan  

 

 

Kegiatan penunjang 

saran dan parasarana 

biro umum 
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Persiapan kegiatan 

sarana dan parasaran 

biro umum 

 

Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa melekat 

pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa dengan rincian kegiatan sebagai 

berikut, yaitu : 

- Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan dengan Anggaran 

Sebsesar Rp 276.847.250,00 dan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan 

Akuntabilitas Kinerja Dengan Anggaran Rp 477.136.350,00 

 

 
3.1 Efisiensi Anggaran 

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2025 yang dialokasikan 

untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan 

pada tabel berikut: 
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Tabel III.6. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2025 

Sumber: http:SIPD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bengka Belitung Th 2025, Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bengka Belitung 2025 

No Sasaran Indikator 

Kinerja Anggaran Efisiensi 

Target Realisasi 
% 

Realisasi 
Target (Rp) Realisasi (Rp) 

% 
Realisasi 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Meningkatnya kebijakan 

Daerah di bagian 

Pemerintahan, 

Kesejahteraan Rakyat 

dan Hukum 

Persentase kebijakan 

daerah di bagian 

pemerintahan, 

kesejahteraan rakyat dan 

hukum 

95 % 97,00 100 % 31.941.892.825 

 
 

 

26.865.440.304 84,11 5.076.452.521 

2 Meningkatnya  Kebijakan 

Daerah di bagian 

Perekonomian dan 

Pembangunan serta 

Pengadaan Barang/Jasa 

Persentase kebijakan 

daerah di bagian 

perekonomian dan 

pembangunan serta 

pengadaan barang/jasa  

95 % 100 100% 1.305.136.374 867.628.854 66,48 437.507.520 

3 Meningkatnya Kebijakan 

Daerah di Bagian Penataan 

Organisasi 

Persentase kebijakan 

daerah di bagian 

penataan organisasi yang 

ditetapkan: 

95 % 100 100% 625.791.850 564.022.288 90,13 % 61.769.562 

4 Meningkatnya Tata Kelola 

Internal PD Setda 

Survey Pelayanan 

Internal setda  

78,05 91,46 100% 92.978.723.834,17 81.023.754.535 91,46 % 11.954.969.299 

Total Belanja      126.851.544.883,17 
 

109.320.845.981,00 81,96 % 17.530.698.902 
 

http://sengguh.jogjaprov.go.id/


 
 

46  

 

 

Berdasarkan tabel III.6 di atas capaian kinerja sasaran Sekretariat Daerah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melampaui target kinerja tahun 2025 

dengan target anggaran belanja program/kegiatan yang terkait langsung pada 

pencapaian sasaran pada Sekretariat Daerah sebesar  dengan target sebesar 

126.851.544.883,17 dengan realisasi sebesar 109.320.845.981,00 sehingga 

dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp 17.530.698.902 yang bersumber dari: 

- Efisiensi Belanja Operasi. 

- Efisiensi Belanja Modal. 

- Efisiensi Belanja Tak Terduga. 

- Efisiensi belanja Transfer. 

- Efisiensi Belanja Hibah. 

3.2 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025 
 

Berdasarkan Surat Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  

Nomor : 700/29/ITDA-LHPE/2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas 

Implementasi SAKIP Sekretariat Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung TA. 2025  telah disusun Tindak lanjut adalah sebagai berikut : 
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 Tabel III.7 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025 

NO  REKOMENDASI  
RENCANA AKSI 
TINDAKLANJUT  

TARGET  

RENCANA 
WAKTU 

PELAKSANAAN 
(BULAN) 

STATUS/PROGRES 
PENYELESAIAN/O

UTPUT 

PELAKSANAAN 

LINK BUKTI DUKUNG 
TW I  TW II 

TW 
 III 

TW 
IV  

1 Dokumen Perencanaan kinerja 
memberikan informasi tentang 
hubungan kinerja, strategi, 
kebijakan, bahkan aktivitas 
antar bidang/dengan tugas dan 
fungsi lain yang berkaitan 
(croos cutting) 

Mengupload dokumen 
Renstra dan Renja  

1 Dokumen  Januari  s/d April 
2024 

selesai √     https://drive.google.com/file/d/1H
QrlQn7eZfS1UOiUCYQRVf94W3zvo

HOq/view?usp=drive_link 

2 Memantau capaian kinerja 
secara berkala 

Mengupload dokumen 
Dokumen evaluasi   

1 Dokumen Setiap akhir 
triwulan 

selesai √ √ √ √ https://drive.google.com/file/d/1H
wvc3Zr6pWB8ciojIr3-

_f68mGUGlYYK/view?usp=drive_li
nk 

3 Pimpinan terlibat sebagai 
pengambil keputusan dalam 
mengukur capaian kinerja  

Pelaksanaan Rapat   1 x rapat Maret 2024 selesai     https://drive.google.com/file/d/1K
4zlMgHeaFnzk-

FL5ex3U6LqhQFUVSoz/view?usp=
drive_link 

4 Setiap unit/satuan kerja 
memahami dan peduli atas 
hasil pengukuran kinerja 

Seluruh  unit/satuan kerja 
yang terkait sudah saling 
berkoordinasi 

2 x Rapat Maret 2024 selesai  √   https://drive.google.com/file/d/1
wwNZuZpv8IsOCCEypyajcZZ0XT89t

g14/view?usp=drive_link 

5 Memformalkan laporan kinerja Seluruh dokumen laporan 
kinerja sudah di selesaikan 

1 Dokumen Januari 2024  √    https://drive.google.com/file/d/1
OVyTo6vJ0VP-

aUd1gIy1baVs4h7Pf0xQ/view?usp
=drive_link 

6 Melakukan reviu laporan 
kinerja secara berjenjang  

Pelaksanaan  (rapat intern) 
bersama Bidang Terkait.  

1 Berkas Februari 2024 selesai  √ √  https://drive.google.com/file/d/1V
RiFgWkeirT-xTp4MooNiS-

78jd_iE8M/view?usp=drive_link 

7 Laporan kinerja 
menginformasikan 
perbandingan realisasi kinerja 
dengan realisasi kinerja di level 
nasional/internasional 

Belum menemukan data 
pebanding Laporan kinerja 
perbandingan realisasi 
kinerja dengan realisasi 
kinerja di level 

       https://drive.google.com/file/d/1_
TYXU51ItGR0h0M-

Fgo0Mz8e8SmnGDPD/view?usp=d
rive_link 
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nasional/internasional 

8 Informasi dalam laporan 
kinerja menjadi perhatian 
utama pimpinan 

Dalam proses laporan kinerja 
sudah melibatkan para 
pimpinan (rapat intern) 

2 x Rapat Setiap akhir 
Triwulan  

selesai √ √ √ √ https://drive.google.com/file/d/1V
RiFgWkeirT-xTp4MooNiS-

78jd_iE8M/view?usp=drive_link 

9 Informasi dalam laporan 
kinerja menjadi kepedulian 
seluruh pegawai 

Dalam proses laporan kinerja 
sudah melibatkan para 
seluruh pegawai yang terkait 
(rapat intern) 

2 x Rapat Februari selesai √    https://drive.google.com/file/d/1
wwNZuZpv8IsOCCEypyajcZZ0XT89t

g14/view?usp=drive_link 

10 Evaluasi akuntabilitas kinerja 
dilaksanakan oleh sumber daya 
manusia yang belum memadai 

Melakukan sosialisasi  
Evaluasi akuntabilitas kinerja 

1 Dokumen  27 Agustus 2024 Selesai   √  https://drive.google.com/file/d/1f
qYEYQTLaTy0tlHHD00Owaal00oBC

dNL/view?usp=drive_link 

11 Menindaklanjuti seluruh 
rekomendasi atas hasil evaluasi 
akuntabilitas kinerja internal 

Seluruh rekomendasi atas 
hasil evaluasi akuntabilitas 
kinerja internal sudah kami 
proses bertahap 

1 berkas  1 berkas Selesai √    https://drive.google.com/file/d/10
ltlsK_dNIHBfYa9rCXOTga1ZJd36f82

/view?usp=drive_link 

12 Memanfaatkan hasil evaluasi 
akuntabilitas kinerja internal 
untuk perbaikan dan 
peningkatan akuntabilitas 
kinerja. 

Melaksanakan Evaluasi 
akuntabilitas kinerja internal 
untuk perbaikan dan 
peningkatan akuntabilitas 
kinerja . 

1 berkas 1 berkas  Selesai √    https://drive.google.com/file/d/10
ltlsK_dNIHBfYa9rCXOTga1ZJd36f82

/view?usp=drive_link 
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3.3 Inovasi 

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur 

untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan 

sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif 

yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam 

pencapaian sasaran kinerja antara lain: 

a. WAG Kinerja, untuk memudahkan koordinasi mengenai 

pengembangan/ permasalahan aplikasi kinerja. 

b. Aplikasi Sipena sakti , untuk mempermudah kinerja dalam 

penginputan capaian kinerja Perangkat Daerah 

3.4 Penghargaan 

Sepanjang Tahun 2025 Sekretariat Daerah  Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung telah berhasil mendapat penghargaan sebagai berikut : 

1. - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

50  

3.5 Crosscutting 

Cross cutting adalah penjabaran dari instansi atau Perangkat Daerah mana 

saja yang  bekerjasama dengan Sekeratraiat Daerah Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung dalam pelaksanaan program kerjanya 

CONTOH : 
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BAB 4 
Penutup 

 

4.1 Kesimpulan 

Hasil laporan kinerja Sekretariat Daerah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Dari analisis  4 (empat) sasaran, terdapat 4 (empat) indikator kinerja 

utama yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2025, indikator 

kinerja Persentase kebijakan daerah di bagian pemerintahan, 

kesejahteraan rakyat dan hukum tercapai dengan presentase 97,00%,  

Persentase kebijakan daerah di bagian perekonomian dan 

pembangunan serta pengadaan barang/jasa tercapai dengan 

presentase 100,00%, Persentase kebijakan daerah di bagian penataan 

organisasi yang ditetapkan tercapai dengan persentase 100%. , dan 

Survey Pelayanan Internal setda  tercapai 91,46 %.  

2. Tidak tercapainya indikator kinerja pada lingkungan Sekretariat 

Daerah dikarenakan adanya refocusing anggaran Terdapat beberapa 

indikator yang realisasinya tidak memenuhi target, hal ini 

dikarenakan menyesuaikan SE Nomor: I/SE/III (peraturan/kebijakan 

dari pusat)  agar melakukan penundaan atau pembatalan 

pelaksanaan kegiatan.  

3. Sedangkan untuk keberhasilan tercapainya kinerja tidak lepas dari 

tersedianya data kegiatan untuk bahan penentuan sasaran, 

Bab 4 Berisi : 
1. Kesimpulan 
2. Rekomendasi  
3. Rencana Aksi 
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tersedianya anggaran terkait dalam mendukung pelaksanaan 

kegiatan serta kerja sama yang baik dengan instansi sosial kab/kota, 

masyarakat dan pihak-pihak terkait sehingga pelaksanaan kegiatan 

dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang direncanakan serta 

partisipasi yang besar dari Biro-biro untuk mendukung program 

kegiatan pada Sekretariat Daerah dalam upaya kelancaran dalam 

pelaksanaan pemerintahan 

4.2 Rekomendasi 

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan 

sebagai berikut:  

1. Meningkatkan kualitas SDM dan Budaya Kerja (area Manajemen 

SDM) 

2. Memaksimalkan implementasi Perda/Pergub Kepulauan Bangka 

Belitung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang jaringan dokumentasi 

dan informasi hukum dengan Memaksimalkan peran 

masyarakat dalam penanganan hukum (penegakan hukum) 

adalah kunci terciptanya keadilan yang partisipatif, transparan, 

dan akuntabel. Masyarakat tidak hanya bertindak sebagai 

objek, tetapi juga sebagai subjek dan mitra strategis aparat 

penegak hukum. 

3. Memaksimalkan peran Masyarakat dalam upaya memantau 

proses hukum (penegakan hukum) melalui lintas sektor dan  

partisipasi aktif masyarakat di Babel Disamping itu juga harus 

selalu berkoordinasi dengan stakeholder terkait, seperti lembaga 

penegak hukum, dan masyarakat terhadap permasalahan 

Masyarakat didorong aktif melaporkan dugaan tindak pidana, 
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pelanggaran hukum, atau tindakan maladministrasi kepada 

pihak berwenang atau lembaga pengawas seperti Ombudsman. 

4. Pemerintah, LSM, swasta dan stakeholders harus lebih 

meningkatkan kerja sama dalam penyadaran hak-hak difabel 

melalui banyak media seperti, diskusi, workshop, media massa 

ataupun fasilitas web. Penyedia layanan transportasi. 

5. Memaksimalkan peran ASN dan instansi pemerintah serta 

melibatkan masyarakat dalam hal peningkatan efisiensi layanan 

berbasis teknologi (e-government), transparansi kebijakan, dan 

penguatan partisipasi publik. 

6. Perlunya payung hukum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

terkait dengan pelayanan dan perlindungan sangat krusial 

sehingga ada kejelasan aturan dalam pemberian pelayanan, 

perlindungan maupun aduan publik dan kerentanan kelompok 

tertentu. 

7. Memberikan penanaman nilai-nilai di Sekretariat Daerah (Setda) 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berfokus pada penguatan 

budaya kerja profesional, berintegritas, dan berbasis pada Core 

Values ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, 

Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) 

8. Memaksimalkan potensi sumber daya manusia dalam 

melibatkan kombinasi antara pelatihan berkelanjutan, 

penghargaan, penciptaan budaya kerja yang positif, dan 

penempatan individu yang tepat sesuai keahlian 

4.3 Rencana Aksi 

Adapun rencana aksi untuk mengatasi permasalahan yang 
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dihadapi sebagai berikut: 

1. Koordinasi dan harmonisasi intensif dengan SKPD dan 

Pemerintah Pusat. 

2. Implementasi hasil kegiatan perlu dimonitor dan dievaluasi 

secara berkala agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terus 

berkembang dan meningkat pada periode mendatang sesuai 

dinamika dan target yang telah ditetapkan. 

3. Koordinasi dan komunikasi internal Sekretariat Daerah 

secara lebih intensif. 
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Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)  

Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah  

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Tahun 2023-2026 

 

No. Tujuan Sasaran Indikator 
Target Capaian Tahun 

2023 2024 2025 2026 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Memuwjudka
n kebijakan 

daerah yanhg 
berkualitas  

Meningkatnya 
Kebijakan 
Daerah 
dibagian 
Pemerintahan, 
Kesejahteraan 
Rakyat dan 
Hukum 

Persentase 
Kebijakan Daerah 
dibagian 
Pemerintahan, 
Kesejahteraan 
Rakyat dan Hukum 
yang ditetapkan 

95% 95% 95% 95% 

2  Meningkatnya 
Kebijakan 
Daerah dibagian 
Perekonomian 
dan 
Pembangunan 
serta Pengadaan 
Barang/Jasa 

Persentase 
Kebijakan Daerah 
dibagian 
Perekonomian dan 
Pembangunan serta 
Pengadaan 
Barang/Jasa yang 
ditetapkan 

95% 95% 95% 95% 

  Meningkatnya 
Kebijakan 
Daerah 
dibagian 
Penataan 
Organisasi 

Persentase 
Kebijakan Daerah 
dibagian Penataan 
Organisasi yang 
ditetapkan 

95% 95% 95% 95% 

  Meningkatkan 
Tata Kelola 
Internal PD 
Setda 

Nilai RB PD Setda B           

67,00 

B           

67,50 

B           

68,00 

B           

68,50 
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Lampiran 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) 
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Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Induk) 
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   61 
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Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 disertai dengan Berita Acara 
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Lampiran 5. Laporan Monev Rencana Aksi TW 1 Tahun 2025 
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Lampiran 5. Dokumen LHE Akuntabilitas Tahun 2025 

 

 

 

Scan Dokumen LHE Akuntabilitas Perangkat Daerah........ 
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Lampiran 6.  Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP  PD Tahun 2025 
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Lampiran 7. Scan Piagam Penghargaan Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025 

 

 

 

 

 

Scan Piagam Penghargaan 
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